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ABSTRAK 

 

Alhilal Arrazaqi, 202210115131, Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pelaku 

Usaha Dalam Metode Pembayaran Cash on Delivery Pada Perdagangan Elektronik 

 

Pesatnya perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) telah mengubah 

pola transaksi masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Salah satu 

metode pembayaran yang berkembang adalah Cash on Delivery (COD) yang 

memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembayaran setelah 

barang diterima. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penolakan pembayaran 

oleh konsumen meskipun barang yang diterima telah sesuai dengan pesanan. 

Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena belum terdapat 

mekanisme perlindungan hukum yang secara khusus mengatur tanggung jawab 

para pihak dalam transaksi COD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaturan hukum mengenai metode pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam 

perdagangan elektronik di Indonesia serta menganalisis perlindungan hukum bagi 

pelaku usaha ketika terjadi kegagalan pembayaran dalam transaksi COD. Penelitian 

ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan 

peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang 

digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa transaksi COD merupakan perjanjian jual beli yang sah dan mengikat 

berdasarkan Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, serta didukung oleh pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti 

menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, 

belum terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur perlindungan 

hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi COD apabila konsumen menolak 

melakukan pembayaran tanpa alasan yang sah. Pengaturan yang ada masih tersebar 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum memberikan 

kepastian hukum mengenai pembagian tanggung jawab antara konsumen, pelaku 

usaha, platform e-commerce, dan penyedia jasa pengiriman. Oleh karena itu, 

diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar perlindungan hukum terhadap 

pelaku usaha dapat diwujudkan secara efektif. 

 

Kata Kunci: Cash on Delivery (COD), perdagangan elektronik, perlindungan 

hukum, pelaku usaha, wanprestasi. 
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